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ABSTRAK 
LAODE SHAKTI KARIM LAKSANA (B 111 10 101), Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api oleh Angoota 
Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus di Kota Kendari Tahun 2012-
2014). Di bawah bimbingan Muhadar sebagai pembimbing I dan Nur Azisa 
sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
terjadinya tindak penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian di 
wilayah Kota Kendari, serta untuk mengetahui upaya penaggulangan yang 
dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dalam upaya pencegahan dan 
penanggulangan tindak penyalahgunaan senjata api oleh anggota 
kepolisian di wilayah Kota Kendari. 
Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di kantor POLDA 
Sulawesi Tenggara, yang tentunya terkait dengan sumber data yang 
dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik wawancara dan juga analisis sekunder. 
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tindak penyalahgunaan 
senjata api yang terjadi di wilayah Kendari, sebagian besar terjadi karena 
kondisi psikis dan mental oknum aparat kepolisian yang masih labil. 
Penyebab penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian adalah karena 
labilnya emosi seorang aparat yang disebabkan belum matang usianya 
dan karena kurangnya kedisiplinan aparat kepolisian tersebut dalam 
menyimpan dan mengamankan senjata apinya. Adapun upaya 
penanggulangan tindakan penyalahgunaan senjata api di wilayah Kendari 
berupa tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif berupa 
memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api, tidak 
mengijinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan 
untuk pinjam pakai senjata api serta segera menarik senjata api yang 
berada di tangan anggota yang menunjukkan perubahan perilaku, sedang 
mempunyai masalah maupun yang melakukan pelanggaran disiplin. 
Adapun upaya represif berupa melaksanakan pemeriksaan terhadap 
anggota polisi yang memegang senjata api, melakukan pengecekan 
prosedur pemberian surat ijin pemegang senjata api oleh anggota 
kepolisian, menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyalahgunaan 
senjata api oleh aparat kepolisian. Upaya represif dari penyalahgunaan 
senjata api berupa pemberian sanksi, baik hukuman disiplin, hukuman 
kode etik profesi, hingga berupa sanksi pidana. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu membawakan 
pertumbuhan dan perkembangan dalam segala kebutuhannya, termasuk 
segala segi dan pengaturannya dalam kehidupan. 
Penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan 
membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia yang 
akhirnya dapat merubah cara hidup manusia. 
Perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan-
kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya memerlukan 
perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari 
sesama manusia. Perlindungan ini oleh negara diberi dalam bentuk 
pengeluaran segala peraturan-peraturan hukum. 
Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan 
hukum (rechtstaat), berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945, bukan berdasar atas kekuasaan semata (machtsstaat) demikian 
menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta, bahwa:1 
 “Masalah hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada 
suatu wilayahdan waktu tertentu. Ini berarti hukum di Indonesia pun 
tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan wilayah Indonesia,serta 
perjalanan sejarahnya. Berhubungan dengan itu, materi hukum di 
Indonesia harus digali dan di buat dari nilai-nilai yang terkandung 
dalam masyarakat bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu dapat berupa 
kesadaran dan cita hukum (rechsidee) cita moral, kemerdekaan 
individu dan bangsa perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian, 
                                                             
1
Darji Damodiharjo dan Shidarta. 1995,Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka 
Utama., Jakarta, Cetakan ke-5, hlm. 209. 
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cita politik, sifat bentuk dan tujuan negara, kehidupan 
kemasyarakatan , keagamaan, dan sebagainya. Dengan perkataan 
lain, sedapat mungkin hukum Indonesia harus bersumber dari bumi 
Indonesia sendiri.” 
Mengutip pernyataan Hans Kelsen bahwa:2 
 “Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-
aturan (rules) terhadap perilaku manusia. Dengan demikian hukum 
tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat 
aturan (rules) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat 
dipahami sebagai suatu sistem kensekuensinya adalah tidak 
mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan 
saja.” 
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum maka 
segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Apabila kita 
hubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang 
berbunyi: 
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya” 
Dengan adanya hukum yang mengatur secara khusus tentang 
tugas, organisasi, status dan wewenang dari badan-badan penegak 
hukum maka tindakan-tindakan mereka didalam rangka wewenang hukum 
dapat dibenarkan, sedangkan tindakan yang diatur yang melampaui batas 
wewenang hukumnya atau memang mereka tidak mempunyai wewenang 
hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus 
dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi. 
Negara Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 agustus 
1945 mempunyai tujuan yang jelas sebagaimana dinyatakan dalam 
                                                             
2
Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at. 2006,Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. 
Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,. Jakarta Pusat, hlm. 13. 
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pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia alinea IV 
(empat) yaitu:  
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah 
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 
dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia. 
Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 
Dalam mewujudkan tujuan tersebut dibagi dalam bermacam-
macam fungsi pemerintahan Negara dimaksudkan agar ada pembagian 
tugas yang jelas antara lembaga yang satu dengan yang lainnya, 
sehingga mudah untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dari masing-masing lembaga negara tersebut. 
 Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, 
mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap 
masyarakat di segala bidang. Termasuk tugas dan fungsi Kepolisian 
Republik Indonesia terhadap masyarakat dalam keamanan dan ketertiban, 
penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan kepada masyarakat. 
 Dengan kemajuan masyarakat tersebut maka timbul perubahan 
tuntutan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anggota 
masyarakat. Tuntutan perlindungan ditujukan kepada pemerintah dalam 
hal ini adalah lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai 
   4 
dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 (satu) Undang-
undang tersebut yang dimaksud dengan Kepolisian adalah: 
“segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 
 POLRI dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya di singkat UU 
Kepolisian telah menetapkan fungsi, tujuan dan tugas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut dinyatakan 
bahwa: 
“fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu 
fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” 
Adapun tujuannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4: 
“untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 
terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan 
tegaknya hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.” 
 Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa 
ke masa menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari 
praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan dan 
pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif 
kedudukan, fungsi dan peran kepolisian tersebut. 
 Polisi Republik Indonesia dalam tugas dan fungsinya terhadap 
masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban penegakan hukum, 
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
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masyarakat, dalam praktek dilapangan belum sepenuhnya dijalankan 
sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. 
Disadari akan tugas dan wewenang kepolisian yang sedemikian 
berat dan bersentuhan langsung dengan perlindungan jiwa maka 
pemerintah dan aparat penegak hukum mengembangkan jangkauan 
usaha seluas mungkin dan melengkapi petugas penegak hukumdengan 
berbagai jenis senjata api dan amunisi yang memungkinkan penggunaan 
kekerasan dan senjata api secara luas, namun disertai usaha memperkuat 
pengendalian pengguna persenjataan agar tidak mematikan atau melukai. 
Disebarluaskan ketentuan dan anjuran untuk menggunakan senjata 
namun tidak mematikan dan dievaluasi agar mengurangi resiko 
membahayakan orang lain yang tidak berkepentingan. Penggunaan 
senjata api tersebut harus diawasi dengan ketat. 
Dalam pelaksanaan tugas, sejauh mungkin dipilih cara yang tidak 
menyakiti kemudian dipilih penggunaan kekerasan dan senjata api apabila 
cara lain tidak memungkinkan untuk berhasil dengan baik. 
Mengenai hal itu, apabila penggunaan kekerasan dan senjata api 
tidak dapat dihindari petugas mempertimbangkan:3 
1. Melaksanakan penahanan dan tindakan yg proporsional 
dengan keseriusan dalam menumpas kejahatan dan tujuan 
pengabdiannya. 
2. Meniadakan kerusakan dan cedera, menghormati dan 
menjaga keselamatan masyarakat. 
3. Berusaha agar, bila terjadi cedera, keluarga atau teman 
terdekat korban segera diberitahu. 
Apabila cedera atau kematian tersebut dikarenakan penggunaan 
kekerasan dan senjata petugas penegak hukum (Polisi), segera melapor 
                                                             
3
Jend. Pol. (Purn) Drs. Kunarto, 1996, Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam 
Penegakan Hukum, Cipta Manunggal., Jakarta, hlm. 140. 
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kepada atasan.Pemerintah menjamin bahwa petugas yang keliru di dalam 
penggunaan senjata api akan dituntut hukuman.4 
Polisi tidak boleh menggunakan senjata api terhadap orang, kecuali 
dalam keadaan membela diri atau melindungi orang lain, mencegah 
terjadinya kejahatan serius (dengan kekerasan) yang mengancam 
keselamatan orang lain, mencegah penjahat melarikan diri dan itu hanya 
boleh terjadi jika cara lain sudah tidak dimungkinkan lagi.5 
Berdasarkan landasan tugas dan wewenang kepolisian yang 
diberikan, seorang polisi berhak menjalankan tugasnya dengan tindakan 
kekerasan yang dijadikan dasar solusi untuk memecahkan permasalahan 
dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Hal senada dikemukakan oleh Indriyanto Seno Adji. Dalam 
bukunya, bahwa:6 
“Tindak kekerasan Polri ini merupakan lingkup doktrin dan ilmu 
hukum yang wujudnya diartikan sebagai tindakan lain Polri sebagai 
preventieve bevoegdheid (kewenangan preventif) yang dibenarkan 
Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda). Bahwa tindak kekerasan 
polisi harus dilandasi dua asas , yaitu asas proporsionalitas di 
mana antara tujuan dan sarana yang ditempuh untuk mencapai 
tujuan itu harus sepadan (proporsional), misalnya polisi tidak perlu 
memakai pola kekerasan dan tembakan guna membubarkan 
demonstrasi, cukup dengan tongkat pemukul, misalnya dan, asas 
tindakan lunak guna mengatasi keadaan. Bila tindakan lunak tidak 
dapat mengatasi, sebagai ganti digunakan tindakan lebih tegas, 
tetapi sepadan. Dilanggarnya kedua asas ini merupakan dasar 
pemidanaan bagi pelaku, termasuk polisi.” 
Profesi polisi memiliki derajat tingkat stres cukup tinggi. Ini 
disebabkan tugas, dan pekerjaannya yang kompleks (dunia kejahatan) 
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Ibid., hlm. 142 
5
Ibid., hlm. 143 
6
 Indriyanto Seno Adji. 2009,Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum, 
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hampir tak ada waktu santai apalagi rekreasi karena kasus datang susul 
menyusul ibarat perang yang tak pernah berakhir. 
Kolonel Police Steven R Donziger dari kepolisian New York AS 
menulis dalam bukunya yang terbit tahun 1996 lalu berjudul “The Real 
War On Crime” mencoba membedakan antara tingkat stres dan tingkat 
bahaya dari pekerjaan polisi. Menurutnya:7 
“meskipun polisi memiliki tingkat stres tinggi namun pekerjaannya 
tidak  membahayakan dirinya dengan kasus-kasus yang dihadapi.” 
Dalam hal kepolisian sebagai profesi yang memiliki tingkat stres 
tinggi, kita sependapat. Tetapi dalam hal tingginya tingkat stres polisi tak 
membahayakan polisi, kita tak sependapat karena tingkat stres dan 
tingkat bahaya bagi polisi saling mempengaruhi.  
Polisi AS boleh bilang tingkat stres tidak membahayakan polisi, 
mungkin karena di topang tingkat kesejahteraan polisi AS yang bagus. 
Bagaimanapun analisis pakar kepolisian AS ini patut dikaji dengan 
berbagai kasus stres polisi di Indonesia yang tak saja membahayakan 
dirinya tetapi juga membahayakan orang lain bahkan terhadap rekan 
sesama polisi sendiri. Apalagi Polri saat ini tidak hanya menghadapi 
tingkat kesejahteraan yang rendah tetapi berbagai kendala yang rumit 
meliputi kekurangan dana, sarana, personil, dan dukungan sosial politik 
yang belum kondusif.
8
 
Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di kepolisian akhir-akhir 
ini semakin marak. Mulai dari penembakan terhadap sipil, penembakan 
sesama polisi sampai menembak diri sendiri. 
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Anton Tabah, 2002, Membangun Polri Yang Kuat (Belajar dari Macan-macan Asia), 
PT.Sumbersewu Lestari., Jakarta, Cetakan ke-2, hlm. 56. 
8
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Seperti kasus penembakan yang dilakukan oleh satpol air Polda 
sumut kepada rekan anggota polisinya lalu melakukan bunuh diri yang 
terjadi di sumatera utara, april 2015.9 Contoh kasus di daerah sumatera 
utara tersebut dapat memperlihatkan labilnya emosi dan kurangnya 
pengendalian diri seorang anggota polri dalam pemakaian senjata api. 
Dengan banyaknya kasus polisi menyalahgunakan senjata api membuat 
masyarakat merasa takut terhadap polisi yang seharusnya memiliki tugas 
melindungi dan mengayomi masyarakat. 
Terkadang penggunaan senjata api tak lagi sesuai fungsi dan tak 
jarang pemilik senjata api menggunakannya tanpa prosedur dengan sikap 
arogan yang memicu terjadinya ketidakamannya pada masyarakat. 
Masalah ini selalu beriringan dengan tingkat kemajuan suatu 
masyarakat. Di daerah perkotaan masalah perilaku kekerasan cenderung 
lebih menonjol di bandingkan dengan daerah pedesaan, baik secara 
kualitas maupun kuantitas. Hal inilah yang menuntut kesigapan dan 
kecermatan aparat kepolisian untuk lebih memberikan perhatian ekstra 
menyangkut tindak pidana ini. 
Kota Kendari merupakan salah satu kota besar yang terletak di 
Sulawesi Tenggara, yang juga tidak luput dari berbagai bentuk kekerasan. 
Bentuk-bentuk kekerasan yang biasanya terjadi di Kota Kendari antara 
lain seperti penganiayaan berat maupun ringan, pemerkosaan, 
perampokan, pembunuhan, perkelahian antar kelompok dan sebagainya. 
Untuk memerangi kejahatan seperti inilah polisi dituntut bertindak cepat 
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sesuai dengan profesionalitasnya. Tuntutan masyarakat terhadap polisi 
adalah berharap agar polisi cepat menanggulangi masalah yang dihadapi, 
tanpa masyarakat itu sendiri mempertimbangkan apakah polisi didukung 
oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk menanggulangi suatu 
tindak kejahatan. 
Dalam mengungkap suatu kejahatan, masyarakat berharap agar 
polisi tidak melakukan tindak kekerasan, yang membuat polisi berada 
pada kondisi yang dilematis. Polisi pada saat menghadapi kejahatan 
harus selalu mempertimbangkan apakah kekerasan itu dilawan dengan 
kekerasan pula, sebab polisi terikat oleh prosedur penangkapan atau bukti 
yang didapat oleh polisi dapat saja dianggap tidak sah apabila tidak 
memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 
Profesi kepolisian memang dilematis yang menuntut tidak hanya 
ketahanan fisik melainkan juga ketahanan mental serta pengetahuan 
hukum yang luas. Polisi dalam menanggulangi kejahatan 
harusmelengkapi dirinya dengan kemahiran yang profesional agar tidak 
menjadi korban kejahatan itu sendiri. Lantas apabila aparat kepolisian 
sudah menanggalkan profesionalitasnya, maka kepolisian dengan 
sendirinya akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang 
dimilikinya. Kemudian tak jarang pula kita temukan faktanya bahwa aparat 
polisi itu sendiri yang menjadi pelaku kejahatan di masyarakat. 
Dilihat dari karakteristik pekerjaan polisi, menimbulkan berbagai 
persepsi yang menuju pada kekerasan dan penyimpangan kekuasaan 
penggunaan kekerasan oleh polisi merupakan perlengkapan atau 
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sebagian dari perlengkapan untuk dapat menjalankan pekerjaannnya yaitu 
membina dan memelihara ketertiban dari masyarakat penggambaran dari 
perlengkapan tersebut tampak jelas pada penampilan seorang polisi. 
Apabila penampilan tersebut dapat dipegang sebagai lambang, maka 
pekerjaan kepolisian sudah dilambangkan melalui berbagai perlengkapan 
yang melekat pada polisi, seperti pentungan, pistol dan borgol. Semua 
alat perlengkapan tersebut tentunya mendorong kita untuk cenderung 
berpikir ke arah penggunaan kekerasan dan melihat pekerjaan kepolisian 
sebagai pekerjaan yang membutuhkan kekerasan dalam pelaksanaannya. 
Segala bentuk penyimpangan oleh aparat kepolisian tentunya tidak 
akan terjadi apabila masing-masing anggota kepolisian sadar akan 
posisinya sebagai pelindung, penganyom serta sebagai penegak hukum 
yang paling dekat dengan masyarakat. Di Kota Kendari sendiri masih 
kerap terjadi tindakan penyimpangan oleh anggota kepolisian. Dengan 
dilengkapi oleh alat-alat pengamanan yang bersifat melumpuhkan, tidak 
jarang anggota polisi terpicu untuk melakukan penyalahgunaan 
wewenang, salah satunya bentuk penggunaan senjata api yang 
cenderung untuk disimpangkan sehingga menjadi penyimpangan 
kepolisian. 
Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian, 
yang nantinya hasil penelitian tersebut di tuangkan kedalam skripsi yang 
berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Senjata 
Api Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kota Kendari”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan 
masalah adalah sebagai berikut:  
1. Apakah yang menjadi faktorpenyebab terjadinya tindak 
penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri di wilayah Kota 
Kendari?  
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh 
aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana 
penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri di 
wilayah Kota Kendari?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak 
penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri di wilayah Kota 
Kendari. 
2. Untuk mengetahui upaya penaggulangan yang dapat dilakukan 
oleh aparat kepolisian dalam upaya pencegahan dan 
penanggulangan tindak penyalahgunaan senjata api yang 
dilakukan oleh anggota Polri di wilayah Kota Kendari. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah 
sebagai berikut: 
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1. Diharapkan menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi 
aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian dalam 
upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan 
penyalahgunaan senjata api. 
2. Sebagai bahan referensi pelengkap dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan dan pengembangan studi di bidang hukum, serta 
melengkapi sumber pustaka bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Kriminologi dan Ruang Lingkupnya 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali 
dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi 
perancis.Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang 
berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka 
kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.10 
Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi 
sebagai berikut:11 
1) Edwin H. Sutherland: Criminology is the body of knowledge 
regarding delinquaency and crime as social phenomena 
(Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas 
kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial). 
2) W.A. Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 
3) J. Constant: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-
musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. 
4) WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak 
senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya. 
 
Terlepas dari pendefinisian kriminologi itu sendiri, W.A. Bonger12 
memberikan pembagian terhadap kriminologi, yakni kriminologi murni dan 
kriminologi terapan. Kriminologi murni terdiri atas: 
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A.S. Alam, 2010 Pengantar Kriminologi, Pustaka refleksi., Makassar, Cetakan ke-1, 
hlm. 1. 
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Ibid., hlm. 1-2. 
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1) Antropologi Kriminal 
Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). 
Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan 
tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda 
seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan 
kejahatan dan seterusnya. 
2) Sosiologi Kriminal 
Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini 
sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. 
3) Psikologi Kriminal 
Ialah Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut 
jiwanya. 
4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal 
Ialah Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
5) Penologi 
Ialah Ilmu tentang tumbuh dan berkembangannya hukuman. 
Adapun kriminologi terapan pembagiannya sebagai berikut: 
1) Higiene Kriminal 
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan 
kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah 
terjadinya kejahatan. 
 
2) Politik Kriminal 
Usaha penanggulangan kejahatan di tempat kejahatan itu 
sendiri. Ilmu ini juga melihat sebab-musabab seseorang 
melakukan kejahatan. 
 
3) Criminalistic Politics Scientific 
Ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan dan 
pengusutan kejahatan. 
 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku 
dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi secara 
spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih 
khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan 
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Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, Kriminologi, Rajawali Pers., Jakarta, 
Cetakan ke-12, hlm. 9-10. 
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dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan 
kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe kejahatan). Kemudian kriminologi juga 
mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu 
upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan. 
Menurut Sutherland kriminolog Amerika, kriminologi adalah ilmu 
pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Ruang lingkup kriminologi 
terbagi atas tiga bagian:13 
1) Sociology of law (sosiologi hukum) mencario sarana analisa 
ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum 
2) Etiologi kriminil, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab 
daripada kejahatan. 
3) Penologi, ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau 
berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya 
berhubungan dengan control of crime. 
 
Topo Santoso Mengemukakan bahwa:14 
 “Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial 
sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi 
sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh 
perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. 
Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian 
gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa 
secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, 
pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan 
kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap 
keduanya.” 
 
Menurut A.S Alam ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal 
pokok, yaitu:15 
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws), yang dibahsa dalam proses pembuatan hukum pidana 
(process of making laws) adalah: defenisi kejahatan, unsur-
unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, 
penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan. 
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Topo Santoso dan E.A.Zulfa, Op.cit, hlm. 23. 
15
 A.S.Alam, 2010,Op.cit,hlm. 2-3. 
   16 
2. Etiologi kriminal (Breaking Laws) yang membahas mengenai 
aliran-aliran kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai 
perspektif kriminologi. 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, reaksi dalam hal ini 
bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa 
tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” 
pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan 
kejahatan (criminal preventation). Yang dibahas dalam 
bagian ini adalah mengenai teori-teori penghukuman, dan 
upaya-upaya penanggulangan kejahatan, baik berupa 
tindakan pre-emitif, preventif, represif, dan rehabilitif. 
 
B.  Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) 
1. Pengertian Polri 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat 
Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.  
Charles Relth dalam bukunya yang berjudul The Blind Eye of 
History mengemukakan pengertian polisi dalam bahasa inggris “Police 
Indonesia the English Language came to mean of for improving ordering 
communal existence”16  yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki 
atau susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal tolak dari 
pemikiran, bahwa manusia adalah mahluk sosial, hidup berkelompok, 
membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. 
Pengadaan kepolisian oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia 
menurut Ali Subur dkk, sebenarnya lebih didasari adanya kepentingan 
untuk mengamankan tanah jajahan yang semakin meluas, dimana aparat 
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Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Penerbit Prestasi Pustaka 
Publisher., Jakarta, hlm. 5. 
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kepolisian bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum untuk 
mengamankan kerja-kerja pemerintah kolonial.17 
Yang banyak disebut sehari-hari memang polisi dalam arti petugas 
atau pejabat. Karena merekalah yang sehari-hari berkiprah dan 
berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya dulu polisi itu 
berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keselamatan dan ketentraman 
kelompoknya. Namun polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat 
biasa, agar rakyat jelas bahwa pada merekalah rakyat meminta 
perlindungan, dapat mengadukan keluhannya dan seterusnya dengan 
diberi atribut tertentu. 
Pembedaan atribut dengan segala maknanya itu, berkembang 
terus sehingga dikemudian hari melahirkan banyak variasi. Setiap Negara 
memberikan atribut yang berbeda sesuai dengan budaya dan estetika 
yang mereka hendaki. Atribut itu secara fisik berbentuk seragam baju, 
kelengkapan dan tanda-tanda atau simbol-simbol yang merupakan tanda 
pengenal mereka.18 
2. Fungsi dan Tugas Polri 
Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak 
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.  
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Dalam arti seluas-luasnya Kepolisian mempunyai dua fungsi utama, 
menurut C.H Niew Huis untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi 
mempunyai dua fungsi utama yaitu:19 
a. Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa polisi 
itu berkewajiban melindungi Negara beserta lembaga-
lembaganya, ketertiban dan ketaatan umum, orang-orang dan 
harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya 
perbuatan-perbuatan pada hakikatnya dapat mengancam dan 
membahayakan ketertiban dan ketentraman umum. 
b. Fungsi Represif atau pengendalian, yang berarti bahwa polisi itu 
berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana dan 
menangkap pelaku-pelakunya dan kepada penyidik untuk 
penghukuman. 
Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Kepolisian Negara 
Republik Indonesia mempunyai fungsi melaksanakan salah satu fungsi 
pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 
pelayanan masyarakat. 
Agar supaya fungsi kepolisian itu dapat terwujud maka polisi harus 
dilengkapi dengan tugas dan wewenang. Dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 
2002 diatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Adapun tugas kepolisian adalah: 
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
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Jend. Pol (Purn) Kunarto, 2001, Perilaku Organisasi Polri,Cipta Manunggal., Jakarta, 
hlm. 110-111. 
   19 
b. Menegakkan hukum; dan 
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat. 
 
C.  Senjata Api 
1. Pengertian senjata api 
Senjata Api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah 
terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak 
lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan 
mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang 
dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat 
tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau 
dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.20 Lebih lanjut di 
jabarkan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
1976 yang menyatakan: “Senjata api adalah salah satu alat untuk 
melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan 
keamanan.” 
Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika senjata api 
hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan 
keamanan dalam hal ini TNI dan POLRI. 
2. Pengaturan Kepemilikan Senjata Api bagi Anggota Polri 
Melayani dan melindungi merupakan tugas pokok polisi diseluruh 
dunia. Dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada 
masyarakat, anggota polisi harus bersikap profesional. 
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Dalam setiap upaya untuk memperkokoh hubungan antara warga 
Negara dan anggota polisi, etika pribadi dan sikap anggota polisi 
merupakan hal yang sangat penting. Di Indonesia, setiap anggota polri 
harus memahami bahwa dasar pelayanan polisi adalah semangat dan 
kemauan untuk melayani warga Negara Indonesia guna mendapatkan 
rasa hormat dan kepercayaan dari masyarakat. 
Profesionalisme merupakan kemahiran dan kemampuan tinggi 
yang didukung oleh kempampuan, sikap, keterampilan dan kematangan 
emosional dalam melaksanakan tugas dibidang masing-masing selaras 
dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menghasilkan hasil kerja 
maksimal sesuai dengan standar pekerjaannya. Seseorang dapat 
dikatakan professional bila ia dapat memadukan antara ketajaman 
intelektual, ketajaman emosional, dan ketajaman spiritual. Terdapat pula 
empat indicator yang dapat dilihat dalam diri seorang professional, yaitu: 
a. Kompeten adalah keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan 
dan sikap emosional yang matang. 
b. Keterkaitan adalah keterkaitan antara pengetahuan, sikap dan 
keterampilan dengan pekerjaan yang dilakukan. 
c. Konsisten adalah satunya kata dengan perbuatan secara 
berkesinambungan. 
d. Komitmen adalah mencintai bidang tugas yang dilakukan. 
Demikian juga dalam kepemilikan senjata api, diperlukan anggota 
polri yang professional karena kepemilikan senjata api memiliki tanggung 
jawab yang besar, sebab tujuan dari kepemilikan senjata api bagi anggota 
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polri adalah untuk mendukung tugas mereka, sebgai pelindung dan 
pengayom masyarakat. Profesionalisme sangat diperlukan oleh seorang 
anggota polri yang akan memiliki dan menggunakan senjata api, karena 
professionalism erat kaitannya dengan kinerja anggota polri dalam 
menggunakan senjata api yang dipercayakan kepada mereka. 
Mengenai dasar hukum kepemilikan senjata api di atur dalam 
Undang-undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian 
Izin Pemakaian Senjata Api. 
Syarat-syarat untuk dapat memiliki dan menggunakan senjata api 
adalah: 
a. Dinas aktif 
b. Lulus tes psikologi 
c. Membutuhkan senjata api 
d. Menduduki fungsi yang semestinya 
Sedangkan untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api dan 
penggunaan senjata api bagi aparat polri, tentu melalui beberapa 
prosedur sebagai berikut: 
a. Bagi seorang polisi (pemohon) terlebih dahulu membuat 
permohonan kepada kepala satuan kerja masing-masing unit. 
b. Kemudian diteruskan kepada bagian logistik. 
c. Ujian tes tertulis tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan fisik 
dari si pemohon 
d. Jika sudah lulus diberi kartu kepemilikan senjata api dalam 
jangka waktu satu tahun. 
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e. Jika masa waktu habis maka diadakan tes lagi. 
 
3. Aturan penggunaan senjata api oleh polisi 
Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh 
polisi diatur dalam PerkaPolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi 
Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta di dalam PerkaPolri No.1 
Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. 
Berdasarkan Pasal 47 PerkaPolri No. 8 Tahun 2009tentang 
Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam 
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 
disebutkan bahwa: 
1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-
benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. 
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk: 
1) Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa; 
2) Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat; 
3) Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau 
luka berat; 
4) Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam 
jiwa orang; 
5) Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang 
sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat 
membahayakan jiwa; 
6) Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana 
langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup. 
 
Dalam Pasal 8 ayat (1) PerkaPolri No.1 Tahun 2009tentang 
Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, penggunaan senjata 
api oleh polisi dilakukan apabila: 
a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera 
menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau 
masyarakat; 
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b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan 
masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku 
kejahatan atau tersangka tersebut; 
c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau 
tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa 
anggota Polri atau masyarakat. 
 
Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat 
keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum 
menggunakan senjata api, dalam Pasal 48 huruf b Perkapolri No. 8 Tahun 
2009tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam 
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi 
harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara: 
a. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang 
sedang bertugas; 
b. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas 
kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan atau meletakkan 
senjatanya; 
c. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. 
 
Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan 
tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi 
dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan 
sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku (Pasal 15 Perkapolri No.1 
Tahun 2009tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian).21 
Dalam praktek tidak jarang timbul kesulitan, dalam menyatukan 
persepsi antara tugas sebagai penegak hukum dan sebagai penjaga 
ketertiban, sehingga tindakan polisi dinilai terlalu keras seringkali ada 
oknum kepolisian yang ringan tembak bahkan tidak jarang tembakannya 
menewaskan warga sipil, sekalipun hal ini dilakukan dalam masa tugas 
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tidak berarti polisi boleh seenaknya menembakkan pelurunya, karena ada 
prosedur yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh aparat kepolisian 
dalam menggunakan senjata api.22 
Polisi memang memiliki diskresi dalam menjalankan tugasnya, 
tetapi harus tetap didasarkan pada hukum yang berlaku, secara struktural 
pada kepolisian melekat dua kekuasaan, yaitu:23 
1. Kekuasaan di bidang hukum 
2. Kekuasaan di bidang pemerintahan, kekuasaan ini melahirkan 
tiga fungsi utama, yaitu: 
a. Penegak hukum 
b. Pelayanan masyarakat termasuk penegakan ketertiban 
umum 
c. Pengayom keamanan 
Kekuasaan polisi ini diwujudkan dalam bentuk kekuatan paksa fisik 
yang terorganisir untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam mencapai 
moral kolektif yang menjadi tanggung jawab bersama. Masalahnya muncul 
pada saat polisi dituntut menjadi wasit yang adil dalam berhadapan 
dengan nafsu kekuasaan, dimana polisi harus memiliki kemampuan yang 
memadai agar tidak mengabaikan tujuan moral kolektif. 
Polisi sebagai petugas penegak hukum, selain harus terlatih 
menggunakan senjata api dan memiliki kepiawaian dalam mencegah dan 
memberantas kejahatan, tetapi juga harus menghormati hak asasi 
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Bibit Samad Rianto, 2006, Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, 
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manusia. Karena sebagai polisi, mereka bukan berhadapan dengan 
benda mati, melainkan manusia/masyarakat yang wajib dilindungi.24 
Penggunaan senjata api oleh polisi yang sebenarnya iegal itu jika 
tidak didasarkan pada rambu-rambu hukum dan hak asasi manusia maka 
akan mengimbas pada terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya 
akan muncul korban luka atau meninggal dari aksi penggunaan senjata 
yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh polisi. 
Penyimpangan yang menimbulkan korban merupakan suatu pelanggaran 
hukum dan Hak Asasi Manusia.25 
 
D. Pengertian Penyalahgunaan Senjata Api 
Penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapatdiartikan 
sebagai perbuatan menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan 
aturan dan hukum yang berlaku. Adanya penyalahgunaan senjata api ini 
terjadi apabila senjata api dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau 
maksudpenggunaan dari senjata api tersebut. Sebagaimana yang 
diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 9 
disebutkan bahwa: 
 “Dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap 
warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas 
legalitas, nesesitas dan proporsionalitas”. 
 Maksud dari asas legalitas adalah tindakan atau penggunaan 
tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. 
Sementara asas nesesitas merupakan asas yang memerintahkan agar 
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tindakan penggunaan senjata api harus sesuai dengan kebutuhan dalam 
menegakkan hukum, yang hanya dapat dipergunakan apablia hal tersebut 
tidak dapat dihindarkan lagi. Dan yang terakhir adalah asas 
proporsionalitas, yaitu asas yang memerintahkan bahwa tindakan tersebut 
dapat dilakukan apabila seimbang antara ancaman dengan tindakan 
penggunaan senjata api. Sehinga, jika melihat dadri peraturan tersebut 
jelas penggunaan senjata api tidaklah boleh secara sembarangan dan 
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Penggunaan senjata api tidaklah lepas dari aparat kepolisian 
sebagai penegak hukum yang langsung bersinggungan dengan 
masyarakat, memiliki tugas yang amat berat dan penting dalam 
perlindungan masyarakat. 
 Adanya keterbatasan jumlah personil untuk melindungi setiap 
warga Indonesia, mendasari aparat kepolisian untuk mendapatkan hak 
kepemilikan senjata api. Hal ini selain untuk melindungi warga masyarakat 
dari adanya kejahatan juga untuk melindungi aparat itu sendiri selama 
bertugas. Agar penggunaan senjata api tidak seenaknya dipergunakan, di 
cantumkan pula dalam Pasal 45 tentang penggunaan kekuatan/tindakan 
kekerasan dan senjata api yang menyebutkan bahwa:26 
 “setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan 
menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan 
terlebih dahulu; 
2. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan; 
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan 
hukum yang sah; 
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4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang 
dibolehkan untukmenggunakan kekerasan yang tidak 
berdasarkan hukum; 
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus 
dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan 
sesuai dengan hukum; 
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan 
tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang 
dihadapi; 
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau 
dalam penerapan tindakan keras; dan 
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan 
kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.” 
Jika hal tersebut dilanggar maka akan dihukum sesuai dengan 
kode etik kepolisian dan disiplin, serta sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku. 
E. Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Menurut 
Teori 
1. Faktor penyebab terjadinya Kejahatan 
Para pakar mendefinisikan kejahatan secara yuridis dan secara 
sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia 
yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam 
hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan 
yang tidak disetujui oleh maasyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah 
perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau 
anggota masyarakat. 
Sebab timbulnya kejahatan menurut Made Dharma Weda 
mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai 
berikut:27 
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a. Teori klasik 
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan 
tersebar di Eropa dan Amerika. Teori berdasarkan psikologi hedonistik 
yang mengemukakan bahwa setiap perbuatan manusia berdasarkan 
pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia 
berhak memilih mana yang baik dan mana yang mendatangkan 
kesenangan dan yang mana yang tidak. 
Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti 
untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari si 
pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-
peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut. 
b. Teori Neo Klasik 
Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau 
pembaharuan dari teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak 
menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia 
yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia 
adalah mahluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan 
karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat 
dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum. 
Teori neo klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang 
supra natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan 
membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian 
teori-teori neo klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang 
naturalistik terhadap perilaku/tingkahlaku manusia. 
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Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh 
kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusiasebagai mahluk yang 
berkehendak sendiri, yang bertanggung jawab atas kelakuannya. 
c. Teori Kartografi/Geografi 
Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini 
mulai berkembang pada tahun 1830-1880 M. teori ini sering pula disebut 
ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi 
kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun 
secara sosial. 
Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-
kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul 
disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri. 
d. Teori Sosialis 
Teori sosialis ini mulai berkembang pada tahun 1850 M. para tokoh 
aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan Marx dan engels, yang lebih 
menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut tokoh ajaran ini, 
kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak 
seimbang dalam masyarakat. Berdasarkan hal di atas, maka untuk 
melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. 
Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial akan 
mengurangi terjadinya kejahatan. 
e. Teori Tipologis 
Pokok pangkal dari ajaran ini adalah kelakuan jahat dihasilkan oleh 
proses-proses yang sama dengan kelakuan sosial. Dengan demikian 
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proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku 
lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan 
disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. 
f. Teori Lingkungan 
Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut 
teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di 
sekitarnya atau lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, 
budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan 
dunia luar, serta penemuan teknologi. 
Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-
buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut 
pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. 
Menurut Tarde28 bahwa “Orang menjadi jahat disebabkan karena 
pengaruh imitasi”, berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang 
melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan 
sekelilingnya. 
g. Teori Biososiologi 
Tokoh aliran ini adalah A.D.Prins, Van Humel, D. Simons, dan lain-
lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran 
antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan 
bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan 
psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan. 
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Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh 
sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, 
intelektual, tempramen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan 
lingkungan yang mendorong seseoarang dalam melakukan kejahatan itu 
meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, 
tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya 
meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi 
sidang MPR. 
h. Teori NKK 
Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan 
sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering 
dipergunakan oleh aparat kepoisian di dalam menanggulangi kejahatan di 
masyarakat. Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena 
adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun adaniat 
tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan dan begitu 
pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka 
tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan. 
2. Upaya Penaggulangan Kejahatan 
 Mengenai pengertian pengendalian tindak kriminalitas atau 
kejahatan, Arif Gosita mengemukakan sebagai berikut:29 
 “Kata pengendalian berarti mengadakan perubahan positif. 
Sehubungan dengan hal ini, maka dalam rangka mengubah 
perilaku kriminal yang mengganggu keamanan dan ketertiban 
masyarakat, kita harus mengubah lingkungan (bstrak dan konkrit) 
dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal (tidak 
merehabilitasi si pelaku kriminal)” 
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 Dengan demikian, menurut Arif Gosita upaya pengendalian 
keamanan dan ketertiban masyarakat sangat bergantung pada dua aspek, 
yaitu merubah lingkungan abstrak dan lingkungan secara konkrit. Dengan 
kata lain, upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah 
sikap manusia di samping harus merubah pila lingkungan dimana manusia 
tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini 
disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya 
adalah adaptasi dari lingkungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa 
perbuatan kriminal yang berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban 
masyarakat adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada hasil dari 
lingkungan tertentu. 
 Penanggulangan kejahatan empiric terdiri atas tiga bagian pokok, 
yaitu:30 
a. Pre-Emitif, adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Disamping 
itu menanamkan nilai-nilai atau norma yang baik sehingga 
norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 
b. Preventif, adalah tindak lanjut dari upaya pre-emitif yang masih 
dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. 
Upaya preventif ditekankan untuk menghilangkan kesempatan 
dilakukannya kejahatan. 
c. Represif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan 
hukum (Law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. 
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BAB III 
METODE PENILITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Kendari, Tepatnya pada 
kantor Kepolisian Daerah Kendari, Sulawesi Tenggara.Dengan 
pertimbangan bahwa  lokasi tersebut dianggap cukup tersedia data dan 
sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
lokasi penelitian. 
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk Data Primer, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan 
cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak 
Kepolisian, baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat 
langsung. 
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2. Untuk Data Sekunder, yakni pengumpulan datanya dilakukan 
dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku dan dokumen-
dokumen. 
 
D. Analisis Data 
Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis 
secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan 
rumusan masalah yang telah ada. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Data Mengenai Tindak Penyalahgunaan Senjata Api oleh Polri 
di Wilayah Kota Kendari 
Seperti halnya dengan daerah lain, di Sulawesi Tenggara ini 
khususnya Kota Kendari tidak luput dari berbagai bentuk kekerasan 
sehingga polisi dituntut bertindak cepat sesuai profesionalitasnya. Dengan 
labilnya emosi yang dikarenakan kurang dewasanya seorang aparat polisi 
dan kurangnya pemahaman terhadap penggunaan senjata api sehingga 
dapat mengakibatkan penyalahgunaan senjata api. 
Penulis akan memaparkan data mengenai tindak penyalahgunaan 
senjata api oleh polisi yang terjadi di Kota Kendari yang diperoleh dengan 
jalan penelitian langsung ke lapangan yaitu Polda Sulawesi Tenggara 
sebagai tempat penelitian penulis. 
Dari penelitian yang dilakukan di Polda Sulawesi Tenggara, penulis 
mendapatkan data mengenai penyalahgunaan senjata api tahun 2012-
2014. Dalam kurun waktu tersebut tindak penyalahgunaan senjata api 
oleh polisi dapat di lihat dari tabel di bawah ini: 
Tabel I 
Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota 
POLRI di Kota Kendari Tahun 2012-2014 
 
No. Tahun Jumlah Kasus 
1 2012 1 
2 2013 2 
3 2014 1 
Total 4 
 Sumber: Polda Sul-Tra 
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Dari tabel di atas terlihat bahwa tindak penyalahgunaan senjata api 
yang terjadi di wilayah Polda Kendari sebanyak 4 kasus, yang tiap 
tahunnya dari 2012, 2013 dan 2014 terdapat kasus penyalahgunaan 
senjata api yang dilakukan oleh anggota polisi, mulai dari pelanggaran 
disiplin hingga melakukan penembakan terhadap warga. 
Tabel II 
Data Mengenai Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota 
POLRI di Kota Kendari Menurut Kepangkatan 
Tahun 2012-2014 
 
No. Golongan Pangkat Jumlah 
1. 
BINTARA/Brigadir 
BRIPDA - 
2. BRIPTU 4 
3. BRIPPOL 4 
4. BRIPKA 3 
5. AIPDA - 
6. AIPTU - 
7. 
PAMA/Perwira 
Pertama 
IPDA - 
8. IPTU - 
9. AKP 1 
10. 
PAMEN/Perwira 
Menengah 
KOMPOL - 
11. AKBP - 
12. KOMBES POL. - 
13. 
PATI/Perwira Tinggi 
BRIGJEN POL. - 
14. IRJEN POL. - 
15. KOMJEN POL. - 
16. JENDRAL  POL. - 
Total 12 
Sumber: Polda Sul-Tra 
 
 
Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa kebanyakan yang melakukan 
tindak penyalahgunaan senjata api dilakukan oleh golongan 
bintara/brigadir yang berjumlah 11 anggota yaitu 4 BRIPTU, 4 BRIPPOL 
dan 3 BRIPKA. Dari PAMA/Perwira pertama hanya 1 anggota yaitu 
berpangkat AKP. 
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Tabel III 
Data Mengenai Uraian Masalah tiap Kasus Penyalahgunaan Senjata 
Api oleh Anggota POLRI di Kota Kendari Tahun 2012-2014 
 
Kasus I 
No. Nama Jabatan 
1 BRIPKA MULYADI PATU 
BANIT RESKRIM POLRES 
KENDARI 
2 BRIPKA AKBAL 
BANIT RESKRIM POLRES 
KENDARI 
3 BRIGADIR IRWAN 
BANIT RESKRIM POLRES 
KENDARI 
4 BRIGADIR BENETDIKTUS 
BANIT RESKRIM POLRES 
KENDARI 
5 BRIGADIR MUS MUBARAK 
BANIT RESKRIM POLRES 
KENDARI 
6 BRIGADIR SAINAL SH 
BANIT RESKRIM POLRES 
KENDARI 
7 BRIPTU HASMIN HASAN 
BANIT RESKRIM POLRES 
KENDARI 
8 BRIPTU IRWAN MARIPADANG 
BANIT RESKRIM POLRES 
KENDARI 
Uraian Masalah 
Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 januari 2012, sekitar pukul 12.30 wita, 
Bripka Mulyadi Patu menodongkan senpi jenis revolfer kearah pelapor 
An. Risal samad, perempuan Risnawati dan perempuan Hidayati. Bripka 
Mulyadi mengeluarkan tembakan keatas sebanyak 3 kali di TPU 
Punggolaka Kota Kendari sehingga mengagetkan semua yang hadir 
dipemakaman yang sedang berlangsung pada saat itu. 
 
LP/66/I/2012/BID PROPAM 
Tanggal 14-01-2012 
Sumber: Polda Sul-Tra 
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Kasus II 
No. Nama Jabatan 
1 BRIPTU ARFAN AKBAR 
BA POLSEK KEMARAYA 
POLRES KENDARI 
Uraian Masalah 
Bahwa pada hari kamis tanggal 7 maret 2013 sekitar jam 03.30 wita 
bertempat di BTN Perumnas Poasia Kelurahan Rahanduna Kecamatan 
Poasia Kota Kendari, mobil avansa warna hitam DT 1303 FE milik Saleh 
Halifah Umar melintas di depan rumah Briptu Arfan dengan menginjak 
gas secara berulang-ulang sehingga menyebabkan suara bising 
kemudian Briptu Arfan mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali 
dan kearah mobil sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan mobil 
saudara Saleh Halifah Umar mengalami kerusakan pada pintu bagian 
kiri serta berlubang dan kaca pintu depan bagian kiri pecah. 
 
LP/36/IV/2013/PROPAM 
Tanggal 1 April 2013 
Sumber: Polda Sul-Tra 
Kasus III 
No. Nama Jabatan 
1 AKP DERRY 
KAPOLSEK KANDAI POLRES 
KENDARI 
Uraian Masalah 
Bahwa pada hari selasa sekitar jam 22.30 wita bertempat di jalan poros 
(depan pospol gunung jati) AKP. Derry bersama anggotanya 
membubarkan secara paksa kerumunan yang berada di depan pospol 
gunung jati dengan cara melakukan tembakan peringatan, namun 
karena tembakan peringatan diabaikan AKP Derry melakukan tembakan 
yang mengenai saudara Sudin. 
 
LP/124/IX/2013/PROPAM 
Tanggal 13 November 2013 
Sumber: Polda Sul-Tra 
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Kasus IV 
No. Nama Jabatan 
1 BRIPKA ACHMAD RIDWAN 
BADIT LANTAS POLDA 
SULTRA 
2 BRIPTU AGUNG BUDI BASKORO 
BA DIT INTELKAM 
POLDA SULTRA 
Uraian Masalah 
Bahwa pada hari rabu tanggal 5 maret 2014 sekitar jam 02.00 wita 
bertempat di rumah karaoke keluarga nav di Jl. MT Haryono Kelurahan 
Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, Bripka Ridwan dan Briptu Agung 
mengeluarkan tembakan ke arah atas masing-masing sebanyak 1 (satu) 
kali sehingga mengenai plafon atap rumah karaoke keluarga nav dan 
menodongkan senjata kearah saudara Achmad Daulani yang 
disebabkan saat itu perselisihan Bripka Ridwan dan Briptu Agung  
dengan saudara Achmad Daulani di rumah karaoke keluarga nav. 
 
LP/20/III/2014/PROPAM 
Tanggal 6 Maret 2014 
Sumber: Polda Sul-Tra 
Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa masih banyak anggota 
kepolisian yang kurang professional dalam menyelesaikan kasus serta 
kurang pemahamannya mengenai prosedur penggunaan senjata api. 
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Penyalahgunaan Senjata 
Api oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia 
Penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian tidak terlepas dari 
ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang dan 
tata cara pertanggungjawabannya. Dengan kurang pahamnya dalam 
tahapan penggunaan senjata api dapat mendorong terjadinya 
penyalahgunaan wewenang dalam menggunakan senjata api yang secara 
berlanjut kondisi tersebut sangat memungkinkan masyarakat dilanggar 
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hak asasinya, demikian pula bagi kepolisian citranya akan terus 
memburuk di mata masyarakat. 
Berdasarkan hasil penilitian melalui wawancara (4 Mei 2015) 
menurut Aipda Ali Jufri selaku Panit Riksa I Subdit Provost Polda Sultra 
bahwa penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh aparat 
kepolisian yaitu karena faktor emosi yang tidak stabil dari seorang aparat 
yang disebabkan belum matang usianya dan karena kurangnya 
kedisiplinan aparat kepolisian tersebut dalam menyimpan dan 
mengamankan senjata apinya. 
Penyalahgunaan senjata api oleh aparat dapat dibedakan dalam 
dua hal yaitu penyalahgunaan senjata api dalam tugas dan 
penyalahgunaan senjata api non tugas. 
Penyalahgunaan senjata api dalam tugas yaitu penembakan 
terhadap warga sipil karena salah sasaran pada saat mengejar penjahat 
atau pada saat operasi latihan. Sedangkan penyalahgunaan senjata api 
non tugas yaitu bunuh diri, membunuh atau menembak orang lain, 
memainkan senjata api dengan menembakkan ke udara yang dapat 
meresahkan masyarakat serta dapat mencelakai masyarakat, 
menggunakan senjata api untuk kejahatan seperti mencuri atau 
merampok, dll. 
Menurut Aipda Ali Jufri selaku Panit Riksa I Subdit Provost Polda 
Sultra (wawancara 4 mei 2015) faktor-faktor yang mendasari anggota 
kepolisian hingga melakukan penyalahgunaan senjata api terbagi 
beberapa jenis faktor, yaitu: 
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1. Faktor Lingkungan 
Faktor lingkungan sangat dominan bagi seseorang untuk 
melakukan kejahatan dan untuk seseorang tidak melakukan 
kejahatan. Hal ini terbukti bahwa lingkungan yang baik akan 
menghasilkan orang-orang yang baik pula. Lingkungan dalam 
hal ini dapat di lihat dari segi lingkungan keluarga, lingkungan 
tempat tinggal dan lingkungan pergaulan. 
2. Faktor Psikologi 
Sangat perlunya tes psikologi terhadap anggota kepolisian yang 
memegang senjata api dan membawanya ke rumah untuk 
mengetahui tingkat emosi dalam pemegangan senjata api. 
Caranya dengan melakukan tes psikologi secara bertahap 
setiap 6 bulan. Karena dengan rendahnya psikologi seorang 
anggota kepolisian dapat mengakibatkan terjadinya 
penyalahgunaan senjata api. 
3. Faktor Kurang Profesional 
Dengan kurang profesionalnya anggota kepolisian dalam 
menyelesaikan kasus dapat menyebabkan penyalahgunaan 
senjata api yang disebabkan kurangnya landasan ilmu 
pengetahuan mengenai ilmu kepolisian dalam menghadapi 
tantangan dan upaya penyelesaian kasus tersebut. 
4. Faktor Emosional 
Dengan tidak dapatnya anggota kepolisian dalam mengatur 
emosinya sehingga dapat seorang anggota kepolisian 
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menyalahgunakan senjata api. Maka dari itu sangat 
dibutuhkannya tes psikologi untuk dapat menilai tingkat emosi 
seorang anggota kepolisian yang memegang senjata api. 
 
C. Upaya yang dilakukan Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi 
Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Polisi 
Upaya-upaya penanganan terhadap anggota kepolisian yang 
terlibat tindak penyalahgunaan senjata api, telah diterapkan sanksi pidana 
dan sanksi disiplin kepolisian. Dikenakannya sangksi disiplin Polri tersebut 
tidak menghapuskan sanksi pidananya. Upaya-upaya yang dilakukan 
dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh aparat 
kepolisian, dalam hal ini kesatuan Polda Sulawesi Tenggara adalah 
dengan upaya sebagai berikut: 
1. Upaya preventif/pencegahan. Upaya preventif dilakukan dengan 
cara memperketat psikotes dan tes mental hak memegang 
senjata api, tidak mengijinkan anggota yang bermasalah pribadi, 
keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai senjata api serta 
segera menarik senjata api yang berada di tangan anggota 
yang menunjukkan perubahan perilaku atau mempunyai 
masalah maupun yang melakukan pelanggaran disiplin.  
2. Upaya represif/penindakan. Upaya represif dilakukan dengan 
cara melaksanakan pemeriksaan terhadap anggota polisi 
pemegang senjata api, melakukan pengecekan prosedur 
pemberian surat ijin pemegang senjata api oleh anggota 
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kepolisian, menindaklanjuti laporan masyarakat terkait 
Penyalahgunaan senjata api oleh anggota aparat kepolisian dan 
apabila terbukti akan dikenakan tindakan berupa sanksi disiplin 
dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. 
Jika penyalahgunaan senjata api terjadi, maka laporan yang 
diterima dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Unit Paminal yang 
memang bertugas dalam internal kepolisian. Setelah penyelidikan 
dilakukan oleh Paminal dan terbukti melakukan penyalahgunaan senjata 
api, maka akan terdapat tiga jalur pemberian sanksi oleh aparat kepolisian 
yang terbukti melanggar, yaitu: 
1. Pemberian sanksi pidana.  
Dalam pemberian sanksi pidana aparat kepolisian yang terbukti 
bersalah akan didakwa di depan pengadilan negeri dengan 
menggunakan pasal-pasal yang berlaku dalam KUHP. Dalam 
hal ini aparat kepolisian dapat dikenakan pasal-pasal yang 
menyangkut jiwa seseorang. Pasal-pasal tersebut seperti Pasal 
338 dan 340 mengenai pembunuhan, Pasal 351 sampai dengan 
pasal 355 mengenai penganiayaan dan Pasal 359 sampai 
dengan Pasal 360 mengenai karena kesalahannya 
mengakibatkan orang mati atau luka. Unit yang berwenang 
dalam hal ini adalah reserse. 
2. Pemberian sanksi disiplin 
Dalam hal pelanggaran disiplin, Unit Paminal akan 
menyerahkannya kepada unit Provost untuk kemudian diberikan 
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sanksi. Dalam hal pemberian sanksi, haruslah mengacu kepada 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan 
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Reuplik Indonesia. 
Berdasarkan Pasal 9, hukuman disiplin diberikan berupa: 
a. Teguran tertulis  
b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun  
c. Penundaan kenaikan gaji berkala  
d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun  
e. Mutasi yang bersifat demosi  
f. Pembebasan dari jabatan  
g. Penempatan di dalam tempat khusus paling lama 21 hari.  
Dalam pemberian sanksi, maka terlebih dahulu diadakan sidang 
komisi disiplin, dengan hakim yang dsebut dengan ankum 
(atasan yang menghukum). Sidang dilaksanakan seketika saat 
pelanggaran disiplin tersebut diketahui. Berdasarkan Pasal 12 
PP No.2 Tahun 2003, menyatakan bahwa “Penjatuhan 
hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana”. Apabila 
penjatuhan hukuman disiplin telah dilakukan sebanyak tiga kali, 
maka anggota kepolisian yang melanggar dianggap tidak pantas 
lagi menjabat sebagai anggota kepolisian dan akan 
diberhentikan secara hormat atau tidak hormat dari dinas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi 
Kode Etik Profesi. 
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3. Pemberian sanksi kode etik.  
Adapun jika hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik 
profesi, maka anggota kepolisian akan melalui siding kode etik 
profesi yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 
7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. Setiap anggota kepolisian yang dianggap 
melanggar, akan dibawa ke sidang komisi kode etik profesi 
kepolisian. Adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan Pasal 
12 Ayat 4 menyatakan bahwa: 
Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d 
yaitu sanksi adiministratif berupa rekomendasi untuk:  
a. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda.  
b. Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda.  
c. Pemberhentian dengan hormat.  
d. Pemberhentian dengan tidak hormat.  
Pemberian sanksi ini bersifat mutlak dan mengikat. Anggota 
kepolisian yang telah diputuskan pidana dengan hukuman penjara 
minimal tiga bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat 
direkomendasikan oleh anggota sidang komisi kode etik profesi tidak layak 
untuk tetap dipertahankan sebagai anggota kepolisian. Adapun unit yang 
berwenang dalam hal ini adalah unit Profesi. 
 
 
 
   46 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis telah uraikan, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Tindak penyalahgunaan senjata api yang terjadi di wilayah Kota 
Kendari, sebagian besar terjadi karena kondisi psikis dan mental 
oknum aparat kepolisian yang masih labil. Penyebab 
penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian adalah karena 
labilnya emosi seorang aparat yang mengakibatkan tidak 
profesionalnya anggota kepolisian dalam menangani kasus 
serta kurangnya kedisiplinan aparat kepolisian tersebut dalam 
menggunakan senjata api sesuai prosedur penggunaannya. 
2. Adapun upaya penanggulangan tindakan penyalahgunaan 
senjata api di wilayah Kota Kendari berupa tindakan preventif 
dan represif. Tindakan preventif berupa memperketat psikotes 
dan tes mental hak memegang senjata api, tidak mengijinkan 
anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan 
untuk pinjam pakai senjata api serta segera menarik senjata api 
yang berada di tangan anggota yang menunjukkan perubahan 
perilaku, sedang mempunyai masalah maupun yang melakukan 
pelanggaran disiplin. Adapun upaya represif berupa 
melaksanakan pemeriksaan terhadap anggota polisi pemegang 
senjata api, melakukan pengecekan prosedur pemberian surat 
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ijin pemegang senjata api oleh anggota kepolisian, 
menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyalahgunaan 
senjata api oleh anggota aparat kepolisian. Upaya represif dari 
penyalahgunaan senjata api berupa pemberian sanksi, baik 
hukuman disiplin, hukuman kode etik profesi, hingga berupa 
sanksi pidana.  
 
B. Saran  
Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka Penulis 
mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Instansi kepolisian hendaknya melakukan pengawasan khusus 
yang responsif terhadap aparat kepolisian yang diberi 
wewenang memegang senjata api.  
2. Rekruitmen dan penempatan anggota kepolisian harus 
dilakukan secara profesional.  
3. Hendaknya pembinaan dilakukan secara intensif dan merata 
terhadap anggota kepolisian dalam meningkatkan 
profesionalitasnya, khususnya pembinaan mental dan 
ketrampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang anggota 
kepolisian.  
4. Terhadap pemberian izin pinjam pakai untuk anggota polisi 
harus dilakukan secara berkala dan seselektif mungkin. 
Sehingga, jika terbukti menunjukkan perubahan perilaku maka 
senjata api dapat ditarik sesegera mungkin dari pemegangnya.  
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